BAB VI
SARAN

Saran yang dapat diberikan selama menempuh PKPA di Apotek Kimia

Farma 25 adalah sebagai berikut.

a.

Mahasiswa harus lebih membekali diri dengan ilmu pengetahuan
praktis, ilmu komunikasi, serta kepercayaan diri yang tinggi
sehingga dapat menjalankan tugas kefarmasian di Apotek dengan
lebih baik.

Apotek harus lebih tekun dalam menerapkan pelayanan,
meningkatkan pencatatan patient medication record yang sangat
penting untuk merangkum pengobatan dan perkembangan
kesehatan pasien.

Pemberian KIE kepada pasien harus lebih ditingkatkan lagi.
Pemberian KIE tidak hanya sekedar memberitahukan tujuan dan
cara penggunaan obat. Lebih dari itu, Apoteker harus menggali
data pasien agar dapat mencegah terjadinya drug related
problem, Apoteker juga harus memberitahukan terapi non
farmakologi yang dapat dilakukan pasien, serta hal penting
lainnya terkait obat seperti efek samping, waktu kadaluarsa (obat
racikan), dan cara penyimpanan obat.

Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat menberikan
keuntungan bagi pasien karena pasien dapat menginformasikan
tentang keluhan-keluhan yang dirasakannya dan obat-obat yang
sudah di gunakan, di sinilah peran apoteker dapat berfungsi
secara optimal dengan memberikan informasi obat serta dapat
memberikan pengobatan swamedikasi.

Calon apoteker diharapkan mempelajari pentingnya sistem

pengontrolan untuk menghindari kesalahan dalam pengerjaan
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resep untuk itu di setiap tahapan pengerjaan resep petugas di
harapkan membubuhkan paraf mulai dari pemberian harga,
peracikan obat, pemberian etiket sampai pada penyerahan obat.
Apotek Kimia Farma dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan
menerapkan program apotek online yang menyediakan obat-
obatan yang bersifat promotif dan preventif, dengan adanya
program online kemungkinan penjualan produk-produk seperti
vitamin dapat meningkat.

Para pegawai KF 25 hendaknya menerapkan sistem pencatatan
obat keluar-masuk dengan benar untuk menghindari terjadinya
ketidakcocokan antara stok fisik, kartu stok, maupun stok di

komputer.
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